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I. PENGANTAR

Istilah leasing berasal dari kata lease
yang berarti sewa. Dengan demikian

secara sederhana apabila
seseorang atau suatu perusahaan
melakukan transaksi leasing berarti ia
telah melakukan suatu transaksi sewa-

menyewa. Dalam kegiatan perjanjian
sewa menyewa tentu ada masa ber-
akhirnya. Demikian pula dalam
kegiatan leasing juga ada masa.
berakhirnya. Selama masa perjanjian
leasing tersebut, maka pihak penyewa
(lessee)'diharuskan membayar cicilan
sewa sebesar jumlah tertentu dan
dalam waktu tertentu. Apabila per
janjian sewa-menyewa tersebut
dikembalikan kepada pemilik barang
yang bersangkutan atau disebut
sebagai lessor. Kegiatan sewa
menyewa ini biasanya adalah sewa-
menyewa barang-barang modal
(mesin, kendaraan, peralatan berat,
dsb) yang oleh penyewa transaksi
leasing tersebut digunakan sebagai
sumber pembiayaan dalam operasi
perusahaan.

Dari keterangan tersebut di atas
dapat dikemukakan tentang definisi
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leasing secara lengkap yakni leasing
adalah setiap kegiatan pembiayaan
perusahaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal untuk diguna
kan oleh suatu perusahaan untuk
suatu waktu tertentu, berdasarkan
pembayaran-pembayaran secara ber-
kala disertai dengan hak
pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut
untuk membeli barang-barang modal
yang bersangkutan atau memper-
panjang jangka waktu leasing ber
dasarkan nilai sisa yang telah di-
sepakati bersama (lihat Surat
Keputusan Bersama (SKB)' Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian dan
Menteri Perdagangan nomor
122/MK/IV/2/74, nomor 32/M/SK/
2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/1974,
tertanggal 7 Pebruari 1974).

Dari difinisi tersebut di atas terlihat

bahwa :

— Leasing merupakan suatu bentuk
pembiayaan.

— Yang disediakan dalam leasing adalah
barang modal, yang macamnya sudah
dinyatakan dengan jelas dalam 1am-
piran ijin leasing yang dikeluarkan
oleh Departemen Keuangan.
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— Leasing digunakan oleh perusaha-
an, baik yang berbentuk badan
hukum maupun yang tidak ber-
badan hukum.

— Jangka waktu leasing sudah ter-
tentu, yaitu jangka waktu yang
disesuaikan dengan masa ekonomis
dari barang modal dan kemam-
puan nasabah yang bersangkutan.

— Pembayaran leasing bersifat ber-
kala artinya tidak dapat dibayar
sewaktu-waktu saja.

— Pada akhir masa lease ada hak
pilih(opsi). Apabila hak opsiuntuk
membeli sudah dilaksanakan,
maka hak milik atas barang ber-
pindah.

Apabila ketentuan-ketentuan ter-
sebut di atas tidak dipenuhi, maka
transaksinya m'ungkin bukan suatu
transaksi leasing tetapi hanya sebagai
kegiatan sewa-menyewa biasa saja.
Hal ini disebabkan karena ada orang
yang mempergunakan istilah leasing
sebagaisewaguna, yang ini nantinya
mungkin dapat diperbandingkan
dengan sewa bell atau bell sewa, di
mana pemilik barang yang bersang
kutan selama perjanjian berlangsung
masih merupakan pemilik barang
tersebut.

Dalam hal leasing, pihak-pihak
yang bersangkut-paut selain lessee
(pihak yang memanfaatkan barang
leasing) dan lessor (pemilik barang
yang bersangkutan) adalah juga leve-
ransir atau supplier (pihak yang
menyediakan barang tersebut). Secara
sepintas, perjanjian sewa-menyewa
mirip dengan unsur-unsur dalam per
janjian lease, tetapi jika ditelaahleblh
lanjut, maka kedua perjanjian tersebut
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ternyata berbeda khususnya mengenai
financial lease. Untuk lebih jelasnya,
perbedaan pokok antara perjanjian
leasing dengan perjanjian sewa-
menyewa biasa adalah sebagai berikut
(Achmad Anwari, Leasing di Indo
nesia, hal. 16) :

Financial Lease

1. Merupakan suatu pembiayaan

2. Lessor adalah badan penyedia dana
(financiers) dan lessor menjadi pemi
lik barang yang di-lease-kan.

3. Obyek leasing biasanya adalah
berupa alat-alat produksi.

4. Resiko yang terjadi pada obyek
leasing seluriihnya ada pada lessee.
Pada umumnya pemeliharaanpun
juga menjadi kewajiban lessee.

5. Imbalan jasa yang diterima lessor
adalah berupa tebusan berkala dari
harga perolehan barang.

6. Jangka waktuleasing ditentukanda
lam perjanjian lease selama waktu
tertentu.

7. Kewajiban lessee untuk membayar
imbalan jasa lessor tidak berhenti
atau berkurang walaupun barang
yang menjadi obyek lease musnah
ataupun belum mulai menikmati ke-
gunaan barang tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa

1. Bukan merupakan suatu metode
pembiayaan.

2. Yang menyewakan barang dapat
menjadi pemilik barang yang disewa
kan, tetapi dapat juga bukan pemilik
barang yang disewakan.
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3. Obyek barangyangdisewakan dapat
berupa alat produksi atau barang
lain yang tidak.habis dinikmati.

4. Resiko yang terjadi pada obyek
sewa-menyewa ada pada yang me-
nyewakan. Demikian juga masalah
pemeliharaan, menjadi kewajiban
yang menyewakan.

5. Imbalan jasa yang diterima oleh
yang menyewakan adalah berupa
uang sewa.

6. Jangka waktu sewa-menyewa ter-
batas.

7. Kewajiban penyewa hanya ada bila
si penyewa dapat menikmati barang
yang disewa. Bila barang yang di-
sewa musnah, maka barang tentu
penyewa tidak membayar sewa atas
barang yang disewa.

n. JENIS^NIS LEASING

Sebagaimaria dikemukakan di atas
bahwa secara sederhana perjanjian
leasing merupakan suatu perjanjian
sewa-menyewa biasa. Namun dalam
praktek tidaklah s'esederhana itu.
Dalam praktek kita kenal ada dua
macam perjanjian leasing yaitu ope
rating lease dan financial lease.

Operating lease yaitu perjanjian
leasing di mana pihak lesseeme-lease
suatu jenis barang/peralatan tertentu
dengan tujuan untuk memperoleh
manfaat atas barang/alat tersebut
selama jangka waktu tertentu dan tidak
ada keinginan atau kemungkinan
untuk memiliki barang/alat tersebut.
Sedangkan lessor di sini hanya me-
ngenakanbiaya sewaatas barang ter
sebut yang jumlahnya relatip tidak
terlalu besar jikadibandingkan dengan
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harga barang-yang disewa tersebut.
Perjanjian operating lease ini misalnya
terdapat pada penyewa peralatan
seperti, mesin fotocopy, buldozer,
traktor dan alat-alat berat lainnya.
Lessorbiasanya melakukan perawatan
dan penyediaan suku cadang apabila
diperlukannya. Oleh karena biaya
perawatan jugatinggi, makabiasanya
lessor baru mendapat keuntungan
setelah barang/peralatannya di-lease
selama beberapa kali oleh beberapa
penyewa (lessee). Perjanjian operating
lease ini tidak banyak diatur oleh
pemerintah (dalam halini oleh Depar-
temen Keuangan).

Financial lease merupakan suatu
bentuk pembiayaan di mana :

— Lessor mendapatkan hak milik atas
barang yang bergerak atau barang
tidak bergerak, yang kemudian di-

. serahkan untuk dipakai oleh lessee,
• untuk suatu jangka waktu yang mak-

simum sama dengan masa kegimaan
ekonomis (umur ekonomis) barang
yang bersangkutan, dan sebalik-
nya, lessee berkewajiban mem
bayar kepada lessor seluruh biaya
lessor untukmendapatkan barang
tersebut ditambah dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan lessor
serta keuntunganyangdiinginkan-
nya.

Perjanjian untuk menggunakan
barang tersebut dapat diakhiri oleh
lessee, sehingga lessee-lah yang me-
mikul resiko ekonomis barang itu,'
yaitu resiko atas pertambahanatau
penurunan nilai barang yang ber
sangkutan.

—Lessee membukukan barang ter
sebut sebagai aktivanya dan dia
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juga harus mencatat hutangnya
kepada lessor,

— Pada saat berakhirnya jangka
waktu yang diperjanjikan, lessee
dapat mengembalikan barang
tersebut kepada lessor atau dapat
membelinya dengan harga yang
relatip rendah sebagaimana telah
diperjanjikan terlebih dulu, atau
lessee dapat memperpanjang
jangka waktu leasing dengan
syarat-syarat yang dapat disetujui
bersama (D. Gandaprawira,
Pengembangan Perbankan).

Di Indonesia Financial leaseAsAi
yang saat ini sedang berkembang.
Dalam financial lease ini terdapat
beberapa unsur antara lain yaitu harga
pokok, nilai sisa, masa kontrak
leasing, tingkat suku bunga, jenis
pembayarannya (dibayar di mukaatau
di belakang dan sebagainya. Dalam
Financial lease ini apabila seseorang
atau perusahaan ingin mendapatkan sua-
tu jenis barang modal, maka mereka
akan mendatangi perusahaan leasing un-
tuk membicarakan kemungkinan pem-
biayaan melalui leasing.
Perusahaan leasing di sini dimaksud-
kan sebagai perusahaan yang secara
khusus telah memperoleh ijinusahadi
bidang leasing yang dikeluarkan oleh
Departemen Keuangan. Apabila ada
kesepakatan antara lessee dan lessor
maka terjadilah transaksi perjanjian
leasing (financial lease). Dalam per
janjian tersebut terdapat ketentuan-
ketentuan mengenai pembayaran-
pembayaran (cicilan) atas barang yang
di-tee-kan dan jangka waktunya.

Setelah transaksi tersebut disepakati
maka lessee dapat menggunakan
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barang yang di-tefls'e-kan tersebut
untuk kepentingan usahanya. Besar-
nya cicilan yang harus dibayar oleh
lessee ditentukan berdasarkan besar-
nya pokok pinjaman, jangka waktu
lease, besarnya nilai sisa dan tingkat
bunga yang telah disepakati bersama.

Pada saat leasing berakhir masih
terdapat nilai sisa barang yang
di-Zecrs-e-kan dalam jumlah tertentu
yang telah ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan nilai sisa tersebut, pihak
lessee (penyewa) mempunyaihak opsi,
yaitu hak untuk menentukan apakah
akan membeli barang tersebut sebesar
nilai sisanya atau akan mengembali-
kannya kepada lessor. Financial lease
seperti inisering disebut sebagai direct
finance lease(fmancialleaselangsung)
karena lessor melakukan pembiayaan
secara langsung untuk membeli jenis
barang tertentu yang kemudian di-
gunakan oleh lessee. Dengan adanya
directfinance lease, maka lessee dapat
menggunakan barang yang di-lease-
kan tanpa harus memiliki sejumlah
uang tertentu seharga barang yang
bersangkutan.

Di samping directfinance lease, kita
mengenai pula adanya sale and lease
back (penjualan dan penyewaan
kembali). Pada sale and leaseback ini
lessee (penyewa) terlebih dahulu
menjual barangmodalyang dimiliki-
nya kepada lessor (perusahaan sewa
guna usaha; perusahaan leasing) dan
atas barang yang sama ini, kemudian-
dilakukan kontrak/perjanjian leasing
(sewa guna usaha) antara lessee
(pemilik barang modal mula-raula)
dengan lessor (perusahaan leasing)
selama jangka waktu yang telah
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disetujui bersama dan untuk itu lessee
juga harus membayar cicilan leasing-
nya. Besarnya cicilan pada sale and
lease back juga seperti halnya pada
direct finance lease, yaitu ditentukan
oleh besarnya nilai kontrak leasing,
tingkat bunga yang disetujui bersama
sebelumnya, besarnya nilai sisa dan
jangka waktu masa kontrak leasing.
Dapat dikatakan bahwa dengan
adanya kontrak sale and lease back ini
pihak lessee dapat memperoleh man-
faat ganda yaitu di samping adanya
dana/uang yang tersedia yang dapat
untuk pembiayaan modal kerja, juga
ia dapat memaiifaatkan .barang
modalnya untuk kepentingan produksi
seperti biasanya.

Jenis financial lease yang lain
adaiah leverage lease. Leasing jenis ini
bersifat lebih kompleks pengaturannya
karena ada pihak ketiga yang ikut
terlibat dalam transaksi ini, yaitu yang
bertindak sebagai penyedia dana.
Penyedia dana ini biasanya berupa
bank atau lembaga keuangan bukan
bank yang menyediakan sebagian
besar dana dari biaya yang dibutuhkan
untuk membeli suatu peralatan/
barang yang diperlukan oleh lessee.
Sedangkan lessor hanya menyediakan
sebagian kecil dari dana yang dibutuh
kan tersebut. Jenis barang/peralatan
yang ditransaksikan dalam leverage
lease ini biasanya mencakup peralatan
besar dan mahal seperti pesawat
terbang, kapal api, derek, alat tele-
komunikasi dan sebagainya.

Ada jenis leasing yang sekarang
belum berkembang di Indonesia, yaitu
wrap lease. Jenis leasing ini sebenar-
nya merupakan transaksi leasing biasa

UN1SIA11.XI.IV.1991

saja antara lessee dengan lessor.
Namun peralatan yang di-teff5e-kan
adaiah berupa peralatan komputer.
Untuk jenis peralatan ini pihak lessor
biasanya tidak mau memberikan
jangka waktu leasing yang lama/
panjang, sehingga bagi lessee dengan
adanya jangka waktu yang tidak
panjang tersebut berarti ia harus
membayar cicilan yang besar. Untuk
itu biasanya lessor mengamankan
dirinya dengan cara me-tea^e-kan
kembali transaksi leasingnya dengan
pihak lessee kepada investor yang mau
menanggung resiko yang lebih besar.
Dengan cara ini biasanya jangka
waktu leasing dapat diperpanjang
sehingga cicilan sewa yang harus
dibayar oleh lessee akan semakin kecil.

III. LEASING SEBAGAI SUMBER

PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Sumber pembiayaan perusahaan
selain dari pemilik adaiah pembiayaan
dari bank dan non bank melalui

berbagai lembaga keuangan bukan
bank yang ada. Sementara itu pe-
nanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing berkembang
dengan pesat, terutama setelah adanya
Undang-undang penanaman modal
pada tahun 1967-1968, maka dirasa-
kan adanya kebutuhan akan sarana-
sarana Iain yang dapat mendukung
kegiatan penanaman modal tersebut.

Sumber pembiayaan perusahaan
yang termasuk baru bagi negara-
negara di Asia (sekitar tahun tujuh
puluhan) adaiah pembiayaan dalam
bentuk leasing -yang sudah dijelaskan
di muka yang sebenamya bukan
barang baru lagi bagi negara-negara
maju. Dengan adanya leasingini maka
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perusahaan dapat memanfaatkannya

sebagai salah satu alternatip dalam
membiayai perusahaannya terutama
dalam penyediaan peralatan, mesin
atau barang Iain.

Leasing sebagai salah satu sistem
pembiayaan mempunya^ peranan
dalam peningkatan pembangunan
perekonomian Nasional. Usaha
leasing dapat membantu badan-badan
dan pengusaha Indonesia dalam
mengatasi cara pembiayaan untuk
memperoleh alat-alat perlengkapan
maupun barang-barang modal yang
mereka perlukan, yang juga berarti
meningkatkan pembangunan per
ekonomian Nasional.

Melalui leasing, perusahaan dapat
memperoleh modal dengan jalan sewa
beli untuk dipergunakan dalam ber-
produksi, yang dapat diangsur setiap
bulan atau setiap triwulan kepada
lessor. Oleh karena itu dengan leasing
dapat diperoleh barang-barang modal
dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Bagi perusahaan yang modalnya
kurang/tidak terlalu besar, dengan
perjanjian leasing akan memberikan
kesempatan untuk bernapas. Setelah
jangka waktu lease selesai, mereka
dapat memiliki barang yang di-lease-
kan tersebut. Demikian juga bagi
perusahaan yang memerlukan se-
bagian barang modal tertentu dalam
proses produksinya secara tiba-tiba,
letapi tidak memiliki dana tunai yang
cukup, maka dapat mengadakan
perjanjian leasing untuk mengatasi
masalah tersebut.

Dengan perjanjian leasing juga akan
lebih menghemat biaya dalam hal
pengeluaran dana tunai dibanding

apabila perusahaan harus membeli
secara tunai untuk keperluan barang
modalnya.

Penghematan-penghematan yang
dapat terjadi antara lain :

— penggunaan modal dalam jumlah
yang cukup besar, karena bantuan
lessor dalam masalah dana,

— bebas beban pajak dan biaya,
antara lain pajak kekayaan, biaya
penyusutan (depresiasi),

— bebas.dari kewajiban membuat
laporan/mengurusi barang inves-
tasi, barang bekas (second-hands).

Dengan penghematan-penghematan
dalam penggunaan barang modal
secara leasing tersebut, maka modal
kerja yang tersisa dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan yang lain, sehingga
diharapkan cash flow perusahaan
menjadi lebih baik daripada membeli
barang modal dengan cara tunai.

IV. PERKEMBANGAN LEASING
DI INDONESIA DAN PER—
MASALAHANNYA

Dibandingkan dengan lembaga-
lembaga keuangan, perusahaan
leasing di Indonesia tergolong masih
muda usianya. Perkembangan jumlah
perusahaan leasing di Indonesia
dimulai sekitar awal tahun tujuh
puluhan. Selama periode tahun 1974-
1980 di Indonesia hanya terdapat
5 buah perusahaan leasing dengan
perkembangan yang masih kurang
menggembirakan. Tiga dari perusaha
an leasing tersebut adalah sebuah
perusahaan milik negara (PT Pengem-
bangan Armada Niaga Nasional),
sebuah perusahaan swasta nasional
(PT Indonesia Lease Corporation) dan
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sebuah perusahaan patungan (PT
Orient Bina Usaha Leasing).

Jumlah transaki kelima perusahaan
leasing tersebut mencapai sekitar
22,6 milyar rupiah dalam setahun,
Dalam tahun 1981 jumlah perusahaan
leasing menjadi 8 buah dengan jumlah
transaksi lease sekitar 32,4 milyar
rupiah. Tahun berikutnya jumlah
perusahaan leasing meningkat dua kali
lipat menjadi 17 dengan jumlah tran
saksi lease sebesar 135,5milyar rupiah
dalam setahun. Sedangkan tahun
1983, perusahaan leasing bertambah
lagi sebanyak 17 buah (menjadi
34 buah) dengan total transaksi lease
dalam setahun mencapai sekitar 276,5
milyar rupiah. Jumlah perusahaan
leasing terus bertambah sampai
dengan tahun 1987yaitu mencapai 83
buah perusahaan, meskipun belum
semuanya aktip penuh. Tahun 1987
tersebut merupakan puncak per-
kembangan leasing di Indonesia
sampai dengan tahun ini dengan
jumlah transaksi lease sekitar sebesar
1 triliyun rupiah (Pengembangan
Perbankan, 1989).

Perkembangan yang menggembira-
kan dari transaksi lease menunjukkan
bahwa konsep pembiayaan secara
leasing telah mendapat tanggapan
yang positip dari para usahawan
Indonesia. Di samping itu menunjuk
kan pula bahwa pembiayaan secara
leasing telah dan akan terus memegang
peranan penting dalam mendukung
investasi usaha, khususnya untuk
investasi barang-barang modal.

Sektor-sektor ekonomi yang di-
biayai oleh industri/perusahaan
leasing meliputi sektor transportasi.
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peralatan kantor, industri, industri
konstruksi dan peralatan kesehatan/
rumah sakit. Sebagai contoh, selama
tahun 1987, sebesar 47% dari jumlah
volume kegiatan perusahaan leasing
adalah untuk sektor transportasi,
sebesar 22% untuk sektor peralatan
kantor, 18% untuk sektor industri,
9% untuk sektor konstruksi, 3% un
tuk sektor peralatan kesehatan/rumah
sakit dan sebesar 1% untuk sektor
pertambangan.

Masalah-masalah yang timbul
selama pengembangan perusahaan
leasing di Indonesia antara lain adalah
masih terbatasnya jumlah tenaga kerja
yang profesional di bidang leasing,
sumber-sumber dana yang masih
belum memadai, belum adanya sarana
pertukaran informasi yang efektif baik
antara perusahaan leasing mengenai
lessee maupun antar perusahaan
leasing dengan kalangan perbankan
dan atau dengan Lembaga Keuangan
bukan Bank. Di samping itu masalah
akuntansi dan perpajakan perusahaan
leasing masih belum dilaksanakan
dengan sempurna sampai saat ini.

Masalah yang juga merupakan
kendaladalam perkembanganleasing
di Indonesia adalah mengenai keter-
batasan pemahaman terhadap aspek-
aspek hukum leasing, terutama apa-
bila ada kasus leasing yang harus di-
selesaikan.

V. PENUTUP

Dari uraian di atas, masa depan
perusahaan leasing di Indonesia
tampaknya sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor mekanisme pasar dan
kebijaksanaan pemerintah di bidang
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ekonomi dan atau pembangunan
nasional. Dari segi mekanisme pasar,
keterbatasan manajeman yang profe-
sional mengenai leasing dan masih
langkanya sumber-sumber dana di
dalam negeri yang sesuai dengan
kebutuhan pembiayaan jangka
menengah/panjang merupakan
masalah-masalah yang perlu diatasi
dengan segera.

Di lain pihak, khususnya yang ber-
kaitan dengan kebijaksanaan pemerin-
tah di bidang ekonomi/pembangunan
nasional, tampaknya bahwa perusaha-
an leasing masih memiliki masa depan
yang cukup cerah. Ditetapkannya
kebijakan pemerintah untuk lebih
meningkatkan perusahaan leasing
terutama oleh sektor swasta, maka
diperkirakan akan memberikan
peluang yang cukup besar bagi per-
mintaan jasa fasilitas pembiayaan
leasing ini. Oleh karena itu, dalam
jangka panjang diharapkan ekonomi
nasional akan bertambah baik,
sehingga iklim investasi akan ber
tambah maju, yang akhirnya akan
meningkatkan daya-beli masyarakat
dalam menggunakan jasa pembiayaan
leasing. Dalam kaitan ini jelas bahwa
peranan jasa perusahaan leasing masih
ditentukan oleh iklim investasi yang
dihadapi.
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Untuk meningkatkan peranan
industri leasing di masa yang akan
datang, maka arah dari industri
leasing dan kepastian hukum serta
kepastian usahanya harus dipertegas.
Hal ini dimaksudkan agar industri
leasing bukan hanya sebagai peleng-
kap kegiatan investasi saja tetapi harus
merupakan motivator dalam kegiatan
investasi. Oleh karena itu industri
leasing harus berani bersaing dengan

Lembaga Keuangan dalam segala hal,
yang akhirnya dunia usaha dapat
merasakan bahwa jasa pembiayaan
yang ditawarkan oleh industri leasing
adalah paling menarik bagi keperluan
investasi.
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